PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jin. Cokroaminoto No 22 Kepanjen Kidul Kota Blitar
email : disnakkan@blitarkab.go.id / website : www.disnakkan.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : B/010/38/409.28.1/SK/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PETERANAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib
menetapkan dan menerapkan standar pelayanan
publik untuk setiap jenis pelayanan.;

b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan
kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan
masyarakat yang selaras dengan kemampuan
penyelenggaraan pemerintah sehingga mendapatkan
kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan
ditetapkan Standar Pelayanan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Peternakan

dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2024;



MENGINGAT

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang



10.

11.

12.

13.

14.

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran
dan Peredaran Pakan;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Blitar;

Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan

Perikanan Kabupaten Blitar;



MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BLITAR TENTANG STANDAR PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan

ini;

Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Blitar meliputi :

1. Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak

2. Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan

3. Pelayanan Pengujian Sampel Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Veteriner

4. Pelayanan  Laboratorium  Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Budidaya
Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
Pelayanan Rekomendasi Izin SIP (Medik) dan SIPP
(Paramedik)
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi NKV
Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui Aplikasi KAWAN
KECE

9. Pelayanan Vaksinasi Hewan

10. Pelayanan Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha kelautan dan
Perikanan (KUSUKA)

11. Pelayanan Pendaftaran Kelompok Pendukung Perikanan
Tangkap (KUB, Pokmaswas, Poklahsar)

12. Pelayanan Kesehatan Hewan Aktif

13. Pelayanan Rumah Potong Hewan

14. Pelayanan Penyediaan Benih Ikan

15. Pelayanan Pembinaan Pembenihan Rakyat (UPR)

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan
Pelaksana serta digunakan sebagaimana acuan dalam
penilaian pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan publik;






LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/010/38/409.28.1/SK/2026

TANGGAL : 30 Juni 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PETERANAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BLITAR

1. Pelayanan Laboratorium Pakan Ternak

DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN

Persyaratan

1. Identitas Pemohon
2. Sampel Pakan
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Prosedur
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Jangka Waktu
Pelayanan

3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 —

15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.

Biaya/Tarif

Produk
Pelayanan

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan

1. Secara langsung




Masukan/
Apresiasi

. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (

+62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
@disnakkanblitarkab

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang- Undang No. 18 Tahun
2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
Nomor 22 Tahun 2013 mengatur tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan
Angka Kreditnya

. PeraturanMentri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 23 Pemerintah PK.130/4/2015 Tentang
Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal
Hewan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang
Pendaftaran dan Peredaran Pakan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB)
Nomor 22 Tahun 2013 mengatur tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan
Angka Kreditnya

. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 078

Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Alat-alat
dan Bahan Pemeriksaan Sampel Pakan dan
Spesimen Penyakit Hewan)

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

10.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8

11.

Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Alat-alat
dan Bahan Pemeriksaan Sampel Pakan dan
Spesimen Penyakit Hewan)

Peraturan Bupati Blitar Nomor 106 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

. Peralatan Laboratorium
. Bahan Uji
. Buku register sampel masuk




4. Buku agenda hasil pengujian
5. Arsip hasil pengujian
6. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian
7. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
pengiriman sampel
8. ATK
9. Handphone
10.Komputer/Laptop
11.Printer
12.Jaringan Internet
Kompetensi 1. Memahami dan mampu berkomunikasi;
Pelaksana 2. Mengetahui Pengetahuan bidang peternakan dan
pakan ternak
3. Pendidikan SMA/SMK Sederajat atau Sarjana
Nutrisi Pakan Ternak atau S1 Peternakan atau D3
4. Analis Kimia
5. Terampil melakukan pemeriksaan pengujian
sampel pakan ternak
6. Memahami dan mampu mengoperasikan
komputer
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 4 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai
Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
Pelaksana berkala ( setiap 6 bulan )
2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




2. Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan 1. Identitas Pemohon

2. Sampel Hewan
3. Pemohonan Pengujian Laboratorium
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3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 —

Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
4 Biaya/Tarif Biaya/Tarif Pelayanan
Uji RBT Rp. 15.000
Uji HI Al Rp. 6.000
Uji HI ND Rp. 5.000
Uji Microplasma Rp. 10.000
Uji Pullorum Rp. 10.000
Pemeriksaan Endoparasit Rp. 10.000
Pemeriksaan Ektoparasit Rp. 15.000
Pemeriksaan Ulas Darah Rp. 10.000
Bedah Bangkai Unggas Rp. 15.000
S Produk Surat Keterangan Hasil Laboratorium
Pelayanan
6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum 1. UU No. 23/2004 tentang Pemerintah Daerah

2. UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

3. PP No. 47/2014 tentang Pengendalian &
Penanggulangan Penyakit Hewan




4. PP  No. 15/1977  tentang  Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan & Pengobatan
Penyakit Hewan
S. Permendagri No. 52/2011 tentang SOP
Pemerintah Daerah
6. KepmenPAN No. 63/2003 tentang Pedoman
Pelayanan Publik
7. KepmenPAN No. 25/2004 tentang Indeks
Kepuasan Masyarakat
8. Permentan No. 44/2007 tentang Good
Veterinary Laboratory Practice
9. Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No.
17/2004 tentang Avian Influenza
10.Perda Blitar No. 2/2018 tentang Retribusi Jasa
Usaha
11.Perbup Blitar No. 10/2016 tentang Tugas &
Fungsi Dinas Peternakan
12.Perbup Blitar No. 46/2018 tentang Retribusi Jasa
Usaha
Sarana dan 1. Pedoman Kerja Pengujian
Prasarana 2. Peralatan Laboratorium
dan/atau 3. Bahan Kimia dan Antigen
Fasilitas 4. Buku register sampel masuk
5. Buku agenda hasil pengujian
6. Arsip hasil pengujian
7. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian
8. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
pengiriman sampel
9. ATK
10.Handphone
11.Komputer/Laptop
12.Printer
13.Jaringan Internet
Kompetensi 1. Pendidikan: Dokter Hewan, S1 Kedokteran Hewan,
Pelaksana D3 Kesehatan Hewan
2. Pengetahuan bidang peternakan & kesehatan
hewan
3. Terampil melakukan pengujian sampel
(Laboratorium Keswan Tipe C)
4. Mampu berkomunikasi dengan baik
5. Mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 3 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan

Pelayanan

bertanggungjawab




Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan

dan kerahasiaannya

. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

memadai

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara

berkala ( setiap 6 bulan )

. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




3. Pelayanan Pengujian Sampel Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

NO | KOMPONEN | URAIAN

PENYAMPAIAN

1 Persyaratan 1. Identitas Pemohon

2. Sampel ( telur, daging ayam, daging sapi, susu)
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3 Jangka Waktu
Pelayanan

3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.

4 Biaya/Tarif Uji organoleptik per sampel Rp. 5.000,-

5 Produk
Pelayanan

Surat Hasil Uji Laboratorium

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/
Apresiasi

Secara langsung

Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
+62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
@disnakkanblitarkab

PENGELOLAAN PELAYANAN

Dasar Hukum

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah

UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan




4. PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan
Penyakit Hewan

5. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di
Lingkungan Pemerintah

6. Kepmen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Pelayanan Publik

7. Kepmen PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004
tentang Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat

8. Perda Kab. Blitar No. 02 Tahun 2018 tentang
Retribusi Jasa Usaha

9. Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang Tugas
dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan

10.Perbup Blitar No. 46 Tahun 2018 tentang Retribusi
Jasa Usaha

Sarana dan 1. Pedoman Kerja Pengujian
Prasarana 2. Peralatan Laboratorium
dan/atau 3. Rapid Test Kit
Fasilitas 4. Buku register sampel masuk
5. Buku agenda hasil pengujian
6. Arsip hasil pengujian
7. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian
8. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
pengiriman sampel
9. ATK
10.Handphone
11.Komputer/Laptop
12. Printer
13.Jaringan Internet
Kompetensi 1. Pendidikan Dokter Hewan (S1/D3)
Pelaksana 2. Pengetahuan bidang peternakan dan kesehatan
hewan
3. Terampil melakukan pemeriksaan/pengujian
sampel
4. Mampu berkomunikasi dan mengoperasikan
komputer
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 2 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

Pelayanan

memadai




Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara

berkala ( setiap 6 bulan )

. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan lkan dan Lingkungan Budidaya

No Jenis Pengujian

1 Pengujian DO (Elektrometri)

2 Pengujian pH (Elektrometri)

3 Pengujian TDS

4 Pengujian Salinitas

S Pengujian Amoniak (titrimetri)
6 Pengujian Suhu

7 Pengujian Nitrit (titrimetri)

8 Pengujian Nitrat (titrimetri)

9 Pengujian Fe (titrimetri)

10 Pengujian DO (titrimetri)

11 Pengujian pH (titrimetri)

12 Pengujian Alkalinitas

13 Pengujian General Hardness

(GH)

NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan 1. Identitas Diri
2. Sampel air sebanyak 600 ml
2 Sistem s e
Mekanisme dan ™ g Lt | | e | S | e | v |
P dur Keshanling | Keskanl Budidaya
rose acaut i i (ﬁ ! ipel A l‘s“‘”E‘”
RN L TRPS
|
Mewbuat Suwat Forlal Pesgujian [?l e 15 M s
3ATK "
2 | Menerima STT dan melakmlsan pengjian sampel
4 [ Bederbuay Lapuzian Blasil Peagujian {LEUY becdasackin LUES L
N
Beuyeraldin LU ke Fewobon Ki) (_)L{,\L:‘)
Telupon
3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
4 Biaya/Tarif

Tarif /
Sampel

Rp 5.000
Rp 5.000
Rp 5.000
Rp 5.000
Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 10.000
Rp 10.000

Rp 10.000

Rp 10.000




14 Pengujian Karbonat Hardness Rp 10.000
(KH)
Pengujian Amoniak
15 (Spektrofotometri) Rp 50.000
Pengujian Nitrit
16 (Spektrofotometri) Rp 50.000
Pengujian Nitrat
17 (Spektrofotometri) Rp 50.000
18 Pengujian Fe (Spektrofotometri) Rp 50.000
Pengujian Fosfat
19 (Spektrofotometri) Rp 50.000
20 Pengujian Salmonella Rp 80.000
21 Pengujian E. Coli Rp 70.000
22 Pengujian Coliform Rp 70.000
23 Pengujian Aeromonas Ro 50.000
Hydrophylla b ob.
Pengujian Angka Lempeng
24 Total/Total Plate Count Rp 30.000
25 Pengujian Identifikasi Parasit Rp 10.000
26 Pengujian Identifikasi Jamur Rp 10.000
27 Pengujian Identifikasi Plankton Rp 20.000
28 Pengujian Identifikasi Bakteri Rp
gW 300.000
29 Pengujian Koi Herpes Virus Rp
(PCR) 300.000
30 Pengujian Infectius Rp
Myonecrosis Virus (IMNV) 300.000
31 Pengujian Megalocityvirus Rp
300.000
S Produk Laporan Hasil Uji (LHU)
Pelayanan
6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN




Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah

. Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2016

tentang [-Jraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Petemakan dan Perikanan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2011 Tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

. Keputusan Aparatur Menteri Pendayagunaan

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik

. Keputusan Aparatur Menteri Pendayagunaan

Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
Pedoman [Jmum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

N

N0k

9

Peralatan Laboratorium

Bahan/reagen kimia dan antigen pengujian
sample laboratorium

Alat Perlindungan Diri (APD)

Buku register sampel masuk

Buku agenda hasil pengujian

Arsip hasil pengujian

Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian
SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
pengiriman sampel

ATK

10.Handphone
11.Komputer/Laptop
12.Printer
13.Jaringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

1. Memahami dan mampu berkomunikasi
2.
3. Pendidikan DOkter Hewan, S1 Perikanan, D3

Mempunyai pengetahuan bidang perikanan

Perikanan, SMA Administrasi

Terampil melakukan pemeriksaan/pengujian
sampel untuk Laboratorium Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Ikan

. Memahami dan mampu mengoperasikan

komputer

Pengawasan
Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat

. Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah
Pelaksana

2 Orang Petugas

Jaminan
Pelayanan

Pelayanan diberikan secara profesional dan
bertanggungjawab




Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan

dan kerahasiaannya

. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

memadai

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara

berkala ( setiap 6 bulan )

. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




5. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

NO |

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN

1

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemeriksaan hewan dari
pengirim

2. Rekomendasi pemasukan dr daerah tujuan (

online )

3. Rekomendasi pengeluaran dr provinsi asal hewan

( online)

4. Pengajuan SKKH ( surat keterangan kesehatan

hewan) online

S. Pemeriksaan hewan dan pengambilan sampel (

sesuai dengan permintaan daerah tujuan )

6. 6. Surat Keterangan Hasil Laboratorium

Sistem
Mekanisme dan
Prosedur

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatan/Akehvitas Perugas 1ah Keterangan

Ponvhon Pelugas FIH Verriner Kelemgapan Waktu Ouiput

data

Meiggajukan permolonan SKEI melaui lelepon. Whatsapp, alou ™ Samoel Hewan 1 Memit Calalan
i ke Kemor A Permubunan

\enerhitkan Surar Kerermngan Keseharan Hewan (SKKH)

5 | vem

mar arsip SKKH dan memhmat kufansi pembayaren 411 Menit

120 Ve Sampel Darzh
o
- Hasil Pemeribsana | gy oy SKKH
Kesltant Hewan
t

usip. Kuians Kultausi
pernbayaran pei

- ‘
i oo dam menggrail KK song et wlet | [ S - Kt
¥ \_ pumboaron

'

Kuianst

pemhays
SKIIT ¥

Jangka Waktu
Pelayanan

3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 —

15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.

Biaya/Tarif

1. Ternak Besar ( sapi, kerbau, kuda ) Rp. 10.000,-
per ekor

2. Ternak Babi Rp. 10.000,- per ekor

3. Ternak kecil ( kambing, domba ) Rp. 2.000,- per
ekor

4. Unggas Hidup ( Ayam, itik, entok ) Rp. 50,- per
ekor

5. Anak Ayam (DOC, DOD, DOQ ) Rp. 20,- per ekor

6. Hewan kesayangan ( anjing, kucing ) Rp.
10.000,- per ekor

7. Hewan Liar kecil budidaya ( jangkrik, ulat hidup,
belalang, kalajengking dll ) Rp. 500, - per ekor

8. Hewan liar budidaya ( tokek, ular ) dan
sebangsanya Rp. 1.000,- per ekor

9. Hewan konservasi ( kera, harimau, singa,
macan, orang utan dll ) Rp. 20.000,- per ekor

Produk
Pelayanan

Surat Keterangan Tidak ada kasus penyakit
Surat Keterangan Vaksinasi

Surat Keterangan betina tidak produktif
Surat Keterangan Isolasi Hewan

Surat Keterangan Biosecurity

Surat Keterangan Kesehatan Hewan

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan

Secara langsung

Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
+62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
@disnakkanblitarkab

N=O R e




Masukan/
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

1. Perbup Blitar No. 8/2013 tentang Pedoman SOP
Pemerintah Daerah

2. UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

3. PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner

4. PP No. 3/2017 tentang Otoritas Veteriner

5. PP No. 4/2016 tentang Pemasukan
Ternak/Produk Hewan

6. Permentan No. 3/2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner

7. Kepmentan No. 96/2004 tentang Wabah Avian
Influenza

8. Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No.
17/2004 tentang Pedoman Pengendalian Avian
Influenza

9. Perda Jatim No. 3/2012 tentang Pengendalian
Sapi/Kerbau Betina Produktif

10.Perbup Blitar No. 63/2016 tentang Organisasi
Dinas Peternakan

11.Perda Blitar No. 5/2019 tentang Izin Usaha
Peternakan

12.Perbup Blitar No. 46/2018 tentang Retribusi
Jasa Usaha

13.Perbup Blitar No. 57/2019 tentang Izin Pelayanan

Jasa Medik Veteriner

2 Sarana dan 1. Peraturan perundangan terkait
Prasarana 2. Peralatan pemeriksaan kesehatan hewan
dan/atau 3. Media & perlengkapan sampel kesehatan hewan
Fasilitas 4. Buku register
g
5. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian
6. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
pengiriman sampel
7. ATK
8. Handphone
9. Komputer/Laptop
10.Printer
11.Jaringan Internet
3 Kompetensi 1. Memahami peraturan perundangan terkait
Pelaksana 2. Memahami sasaran dan capaian program
3

. Pendidikan: Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran
Hewan, Ahli Madya Kesehatan Hewan
4. Terampil melakukan pemeriksaan kesehatan
hewan
5. Mampu berkomunikasi dengan baik
6. Mampu mengoperasikan komputer




Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 2 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
berkala ( setiap 6 bulan )

2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja pelayanan




6. Pelayanan Rekomendasi Izin SIP (Medik) dan SIPP (Paramedik)

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan Persyaratan

SIP DOKTER HEWAN

Surat Permohonan kepada kepala DPMPTSP;

Fotocopy KTP dan NPWP;

Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar);

Fotocopy Ijazah Dokter Hewan,;

Fotocopy Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan

yang diterbitkan Organisasi Profesi Kedokteran

Hewan;

Fotocopy KTA PDHI Jatim VIII;

Fotocopy Surat Tanda Registrasi Veteriner

(STRV);

8. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Dokter Hewan Cabang Jatim VIII;

9. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik;

10.Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis;

11.Surat Pernyataan menggunakan obat hewan
yang memiliki nomor pendaftaran;

12.Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan
Perikanan; dan

13.Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik.

el S

No

SIPP KESWAN

Surat Permohonan kepada kepala DPMPTSP;

Fotocopy KTP dan NPWP;

Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar);

Fotocopy Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan,

Diploma Kesehatan Hewan, atau [jazah Sekolah

Kejuruan bidang Kesehatan Hewan;

5. Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter
Hewan;

6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat
Keterangan sebagai Anggota Asosiasi

7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Paramedik Veteriner Indonesia setempat;

8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang
Kesehatan Hewan;

9. Surat Pernyataan memiliki tempat pelayanan
kesehatan ternak;

10.Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis;

11.Surat Pernyataan menggunakan obat hewan
yang memiliki nomor pendaftaran;

12.Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan
Keswan yang diterbitkan oleh Dinas Dinas
Peternakan dan Perikanan; dan

13.Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

el R S

SIPP INSEMINATOR
1. Surat Permohonan kepada kepala DPMPTSP;
2. Fotocopy KTP dan NPWP;
3. Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar);
4. Fotocopy ljazah Pendidikan bidang peternakan,

atau paling rendah SMA sederajat;




5. Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter
Hewan;

6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat
Keterangan sebagai Anggota Asosiasi

7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Paramedik Veteriner Indonesia setempat;

8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang
Inseminasi Buatan;

9. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Inseminasi Buatan
yang diterbitkan oleh Lembaga Pelatihan;

10.Surat Pernyataan memiliki tempat jasa
perkawinan;

11.Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis;

12.Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan IB
yang diterbitkan oleh Dinas Dinas Peternakan
dan Perikanan; dan

13.Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

SIPP PKB

Surat Permohonan kepada kepala DPMPTSP;

Fotocopy KTP dan NPWP;

Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar);

Fotocopy Iljazah Pendidikan bidang peternakan,

atau paling rendah SMA sederajat;

Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter

Hewan;

6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat
Keterangan sebagai Anggota Asosiasi;

7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Paramedik Veteriner Indonesia setempat;

8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang
Pemeriksaan Kebuntingan;

9. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Inseminasi Buatan
dan Pemeriksaan Kebuntingan yang diterbitkan
oleh Lembaga Pelatihan;

10.Surat Pernyataan memiliki tempat jasa
pelayanan pemeriksaan kebuntingan;

11.Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis;

12.Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan
PKb yang diterbitkan oleh Dinas Dinas
Peternakan dan Perikanan; dan

13.Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;

14.Fotocopy SIPP Inseminator.

i S

o

SIPP ATR
1. Surat Permohonan kepada kepala DPMPTSP;
2. Fotocopy KTP dan NPWP;
3. Pasfoto berwarna 4 x 6 (2 lembar);
4. Fotocopy ljazah Sarjana Kedokteran Hewan,

Diploma Kesehatan Hewan, atau [jazah Sekolah
Kejuruan bidang Kesehatan Hewan;

5. Perjanjian Kerjasama Penyeliaan dengan Dokter
Hewan;

6. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi atau Surat
Keterangan sebagai Anggota Asosiasi;

7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
Paramedik Veteriner Indonesia setempat;

8. Fotocopy Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan
oleh lembaga sertifikasi Profesi di bidang Teknik
Reproduksi;




9. Surat Pernyataan memiliki tempat jasa
pelayanan Asisten Teknik Reproduksi;

10.Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis;

11.Surat Rekomendasi melaksanakan pelayanan
ATR yang diterbitkan oleh Dinas Dinas
Peternakan dan Perikanan; dan

12.Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan
Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;

13.Fotocopy SIPP Keswan.

Mutw Baku

2 Sistem ) e
Mekanisme dan i p—
Prosedur — -

ST
1 | Mergiubon permuinan isin denyan persgaraten ke Dins Tekns Y f‘umiﬂ oo ey |14

Kelermgan
TPMPTSP Kelenglapan Walm Output

2 | Melaksomaban Verilikasi lapang 5 1o

% | Mengaiukan permninnan ke DPVFTSP melzhii (55

2 Hard Surer Tein Ussha |-

Surar izin
SIB:SIER

= | Melaukan pemlsinaan & moniering roin, wemasok Tapera ks Y A1, Taporan . Lapuran
7 [bulanen ! kb, st |1 TuA0 Sekall GG

3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -

Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.

4 Biaya/Tarif Gratis

5 Produk Surat Rekomendasi
Pelayanan

6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum 1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU
No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan

3. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan

S. PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
dan penyelenggaraan sistem kesehatan hewan
nasional di Indonesia.

6. PP No. 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan

7. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan

8. PP No. 38 Tahun 2014 tentang Pembagian
Kewenangan Pemerintah, Provinsi, dan
Kabupaten




9. PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner

10.Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

11.Permentan No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Jasa Medik Veteriner

12.Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pertanian

13.Perbup Blitar No. 8 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

14.Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan

15.Perbup Blitar No. 57 Tahun 2019 tentang Izin
Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Sarana dan 1. Peraturan perundangan terkait

Prasarana Data dan alamat medik/paramedik Kabupaten
dan/atau Blitar

Fasilitas

N

Berkas pengajuan sesuai ketentuan
Leaflet alur perizinan

Buku register

Arsip

ATK

Handphone

. Komputer/Laptop

10.Printer

11.Jaringan Internet

O ooNoOh W

Kompetensi 1. Memahami peraturan perundangan terkait

Pelaksana 2. Pendidikan: Dokter Hewan (SIP), Sarjana
Kedokteran Hewan, Ahli Madya Kesehatan Hewan
(SIPP)

3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat

3. Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah 2 Orang Petugas

Pelaksana

Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan

Pelayanan bertanggungjawab

Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya

Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang

Pelayanan memadai




Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara

berkala ( setiap 6 bulan )

. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




7. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikasi NKV

NO | KOMPONEN |

URAIAN

PENYAMPAIAN

1 Persyaratan

1.

Mengajukan surat permohonan rekomendasi nkv
dengan terlampir : FC KTP, FC NIB, Surat
keterangan domisili unit usaha, Surat pernyataan
bermaterai kebenaran dokumen, dokumentasi
unit usaha.

2 Sistem
Mekanisme dan

~a

Pelaksana Mutu Baku

Kegiatansaktivitas Medik Keterangan

JFT Paramed | epala Bidang | Kepala Dinas | Kelengkupan wakim Output

Prosedur

Dukunen

Meneriina surat permohonan yang, ditujulan ke Kepala Dinas 10 e penmolionan

Peteonokan don Pesibasan Jrem——
NKY

- - penangzmg
javra, pekerja
tekuls hompeten.

Nakumen Doknmen
N honan permahonan
2| Mendapat Disposist surat permuhonan rekomendasi NKY permel W Menit
Pt B F iekoendasi rekomendasi
NKV NKV

Dakumen Dokunen
. ) peumchonan |- penmohonan
Menerima disposisi & mencatat permnhnnan i huku agenda —— 3 Menit rekumendasi
NEY NEY

A Tokumen
# permahonan
i Dokumen
Menjatial 8 Kordiasei dengan peolion untuk monitoving lokast e sekomendasi
4| kemudion Peuigjouas Lpagas, seocatal lenua, membesi sara; :‘_ | NKW, [ Lsil
perbaiken by Kenas Kerja
Linjau
Lapanggn
Daimen Dnimen
Molahushan Keordinast dengan peaobion, veifikasi todok lujut nermehnsn rermohonsn
e e sl Jeaghap ibuat surat rekoumendosi NKV reknmendzsd | 1lam reknmendas | -
e, i whap . NIK¥, Lapatan NKV, Laparan
Fiasil Sempencaia Hasil Seventara
Konckeo LJ
Telakoana Mutu Baku
No KegiamaniAktivitas Medit Keterangan
wr e | Kepala Bidang | Kepala Dinas | Kelengiapan | wakon Output

Laparan

Sementns st Dl Suca
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3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.

4 Biaya/Tarif Gratis

Pelayanan

5 Produk Rekomendasi NKV

6 Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/
Apresiasi

Secara langsung

Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
+62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
@disnakkanblitarkab

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

UU No. 6 Tahun 1952 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten di Jawa Timur

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan




UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu
Cipta Kerja

. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berbasis Risiko

PP No. 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi NKV
Unit Usaha Produk Hewan

Permentan No. 8 Tahun 2019 tentang Pejabat
Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang

. Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar

Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Pertanian

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

0o NG hE WD

Peraturan perundangan yang berlaku
Unit reaksi cepat (motor/mobil dinas)
Kertas kerja

Buku agenda hasil kunjungan

ATK

Handphone

Komputer/Laptop

Printer

Jaringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

N —

Memahami peraturan perundangan terkait
Memiliki surat penunjukan sebagai dokter hewan
berwenang

. Kompetensi di bidang kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner
Memahami SOP penerbitan rekomendasi
sertifikasi NKV

Pengawasan
Internal

. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat

. Dilakukan secara berkelanjutan

Jumlah
Pelaksana

2 Orang Petugas

Jaminan
Pelayanan

Pelayanan diberikan secara profesional dan
bertanggungjawab

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

1.

2.

Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
dan kerahasiaannya

Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
memadai

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara

berkala ( setiap 6 bulan )

. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




8. Pelayanan Kesehatan Hewan Melalui Aplikasi KAWAN KECE

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan 1. Laporan peternak/masyarakat melalui Kawan
Kece
2 Sistem proem e
Mekanisme dan Bl s M s | IR anpe | | o |
Prosedur
Mulapurioan wisalilikasus sovlalut Nower KAWAS KECE Cf}ﬂ Lupocan 11 Ly
- . . # L Lapocus
M :1::\%:'? kan nomar K AWAY KRCR serara mrin dan herkalz [ LAk Tri 1
‘ 3 Lok
1 Berali
e, o ‘I i uta i lapamgan (Pengaisaran, pemeriksaan ‘7 E‘E:,'E‘ P ;:';:;:;H Tindak
AT 4 mengaya: indak ; ‘ Dkl o yan
" - el R NN
-
3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
4 Biaya/Tarif Injeksi Vitamin 35.000 / ekor

Anthelmaltika Hewan Muda

20.000 / ekor

Anthelmaltika Hewan Dewasa

25.000 / ekor

Pemeriksaan Kebuntingan

20.000 / ekor

Penyakit Sistem Integumentum

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Pernafasan

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Peredaran Darah

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Pencernaan

50.000 / ekor

Penyakit Sistem reproduksi dan
urinaria

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Nervus

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Lokomosi

50.000 / ekor

Penyakit Organ Pengindera

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Integumentum

40.000 / ekor

Penyakit Sistem Pernafasan

40.000 / ekor

Penyakit Sistem Peredaran Darah

40.000 / ekor

Penyakit Sistem Pencernaan

40.000 / ekor

Penyakit Sistem reproduksi dan
urinaria

40.000 / ekor

Penyakit Sistem Nervus

40.000 / ekor

Penyakit Sistem Lokomosi

40.000 / ekor

Penyakit Organ Pengindera

40.000 / ekor

Injeksi Vitamin

25.000 / ekor

Anthelmaltika

20.000 / ekor

Pemeriksaan Kebuntingan dengan
USG

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Integumentum

30.000 / ekor

Penyakit Sistem Pernafasan

30.000 / ekor

Penyakit Sistem Peredaran Darah

30.000 / ekor

Penyakit Sistem Pencernaan

30.000 / ekor

Penyakit Sistem reproduksi dan
urinaria

30.000 / ekor

Penyakit Sistem Nervus

30.000 / ekor




Penyakit Sistem Lokomosi

30.000 / ekor

Penyakit Organ Pengindera

30.000 / ekor

Penyakit Sistem Integumentum

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Pernafasan

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Peredaran Darah

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Pencernaan

25.000 / ekor

Penyakit Sistem reproduksi dan

urinaria

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Nervus

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Lokomosi

25.000 / ekor

Penyakit Organ Pengindera

25.000 / ekor

Anjing 50.000 / ekor
Kucing 40.000 / ekor
Kelinci 30.000 / ekor
Hamster 25.000 / ekor

Ayam, Burung, dan Unggas

30.000 / ekor

Hewan Eksotik

35.000 / ekor

Vaksinasi 150.000 / ekor
USG 75.000 / ekor

Kateter 150.000 / ekor
Kastrasi 300.000 / ekor
Ovariohisterectomy 400.000 / ekor

Anastesi Lokal < 10 Kg

50.000 / ekor

Anastesi Umum < 10 Kg

150.000 / ekor

Eksisi Tumor Ringan

300.000 / ekor

Eksisi Tumor Berat

500.000 / ekor

Jahit Luka Ringan

100.000 / ekor

Jahit Luka Berat

200.000 / ekor

S Produk Pelayanan Kesehatan Hewan
Pelayanan

6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum

. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2013

tentang Pedoman  Penyusunan = Standar
Operasional Prosedur Penyelenggaraan
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Blitar;

. Undang - Undang No 41 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977

tentang Penolakan, Pemberantasan dan
Pengobatan Penyakit Hewan;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan
Penyakit Hewan




5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017
tentang Otoritas Veteriner;

6. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2016 tentang
Pemasukan Ternak Dan/ atau Produk Hewan
Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara
atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/PK.320/2015 tentang
Pemberantasan Penyakit Hewan;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun
2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
:282 /Kpts/OT.210/10/1998 tentang Pedoman
Pemberantasan Penyakit Keluron Menular
(Brucellosis) pada ternak;

10.Keputusan Menteri Pertanian Nomor
96/Kpts/PD.20/2/2004 tentang Pernyataan
Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular
Influenza Unggas (Avian Influenza) di beberapa
propinsi di wilayah Indonesia;

11.Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi
Peternakan Nomor :17/Kpts/PD.640/F/2004
tentang Pedoman, Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular
Influenza pada Unggas (Avian Influenza);

12.Surat Direktur Jenderal Peternakan Nomor :
705/ PD.610/F5/01/06 tanggal 24 Januari
2006 tentang Konsep Pedoman Pengendalian
Penyakit Hewan Menular (PHM) Brucellosis
dengan vaksinasi pada sapi perah di Pulau
Jawa;

13.Peraturan Menteri Pertanian No.
18/Permentan/0OT.140/4 /2009 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat
Hewan

14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014
tentang Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan

15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi
dan Kerbau Betina Produktif

16.Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

17.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5
Tahun 2019 tentang Izin Usaha Peternakan dan
Kesehatan Hewan

18.Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2018
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar No 2 Tahun 2018
Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas
Peternakan Dan Perikanan

19.Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2019
tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner

20.Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,




Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Sarana dan 1. Buku Register Peternak
Prasarana 2. Ambulator hewan
dan/atau 3. Rekapitulasi kasus per bulan
Fasilitas 4. Buku kwitansi pembayaran hasil pengujian
5. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
pengiriman sampel
6. ATK
7. Handphone
8. Komputer/Laptop
9. Printer
10.Jaringan Internet
Kompetensi 1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait
Pelaksana 2. Memahami sasaran dan capaian program
3. Pendidikan Profesi Dokter Hewan, S1 Kedokteran
Hewan, D3 Kesehatan Hewan, Tenaga Kesehatan
Hewan lulusan sekolah kejuruan peternakan
(SNAKMA)
4. Memahami penggunaan teknologi informasi
berbasis android dan website
5. Memiliki kompetensi di bidang kesehatan hewan
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 22 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai
Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
Pelaksana berkala ( setiap 6 bulan )
2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




9. Pelayanan Vaksinasi Hewan

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan 1. Identitas Pemohon
2. Jenis dan Jumlah Hewan yang akan di Vaksin
2 Sistem T —
Mekanisme dan rumetn, | PR | RO feee | ™
Prosedur 1 | Momera Beoumbou Vbe e (\7: Eoul 90 M
|
4| Bclakswrakac Vaksiuesi ses i suzal cekoweodasi ’J‘;
Tt Lugaran Lpun ar el vks s /7} \
; A
3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
4 Biaya/Tarif Vaksinasi PMK : Sapi, Kambing, Kerbau, Domba, dan
Babi
Gratis (Alokasi APBN)
S Produk Hewan Mendapatkan Vaksin yang Sesuai
Pelayanan
6 Penanganan 3. Secara langsung
Pengaduan, 1. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

. Peraturan Bupati Blitar No. 8 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan SOP
Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

2. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
3. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan

PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

S. PP No. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner

6. PP No.

4 Tahun 2016 tentang Pemasukan
Ternak/Produk Hewan dari Negara atau Zona
tertentu Permentan No. 3 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Jasa Medik Veteriner

7. Kepmentan No. 96/Kpts/PD.20/2/2004 tentang
Pernyataan Wabah Avian Influenza
8. Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No.

17/Kpts/PD.640/F/2004 tentang Pedoman
Pengendalian Avian Influenza




9. Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2012
tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau
Betina Produktif

10.Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan

11.Perbup Kab. Blitar No. 5 Tahun 2019 tentang
Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan

12.Perbup Blitar No. 46 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang
Retribusi Jasa Usaha

13.Perbup Blitar No. 57 Tahun 2019 tentang Izin
Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Sarana dan

. Peralatan pemeriksaan kesehatan hewan

1
Prasarana 2. Perlengkapan vaksinasi hewan
dan/atau 3. Alat Perlindungan Diri (APD)
Fasilitas 4. Buku register
5. Buku agenda
6. Arsip
7. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
pengiriman sampel
8. ATK
9. Handphone
10.Komputer/Laptop
11.Printer
12.Jaringan Internet
Kompetensi 1. Memahami peraturan perundangan terkait
Pelaksana 2. Memahami sasaran dan capaian program
3. Pendidikan: Dokter Hewan, Sarjana Kedokteran
Hewan, Ahli Madya Kesehatan Hewan
4. Mampu berkomunikasi dengan baik
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 22 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
berkala ( setiap 6 bulan )

2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja pelayanan




10. Pelayanan Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan (KUSUKA)

NO | KOMPONEN | URAIAN

PENYAMPAIAN

1 Persyaratan 1. Persyaratan Perorangan

Fotokopi KTP atau NIK yang valid.

Nomor telepon aktif.

Alamat domisili yang jelas

Data jumlah anak yang menjadi tanggungan

Data usaha budidaya yang dijalankan,

meliputi:

i. Komoditas yang dibudidayakan.

ii. Luas lahan beserta koordinat lokasi
usaha atau alamat lengkap lokasi
budidaya

iii. Jumlah kolam dan jenis kolam (air
tenang atau lainnya)

iv. Lokasi usaha.

v. Produksi per tahun.

PRaooTe

2. Persyaratan Kelompok
a. Terdaftar sebagai anggota kelompok
perikanan.
b. Data pengurus dan anggota kelompok.
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3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.

4 Biaya/Tarif Gratis




S Produk Kartu e-KUSUKA
Pelayanan

6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

4. Permendagri No.

. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009)

. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah
Permen KP No. 39 Tahun 2017 tentang KUSUKA

90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi & Nomenklatur Perencanaan Daerah

5. Kepmen KP No. 14/MEN/2012 tentang Pedoman
Penumbuhan Pelaku Utama Perikanan
6. Perdirjen Perikanan Tangkap No. 06/2019 tentang
Petunjuk Teknis KUB
2 Sarana dan 1. Buku Register dan Agenda
Prasarana 2. ATK
dan.{ atau 3. Handphone
Fasilitas 4. Komputer/Laptop
5. Printer
6. Jaringan Internet
3 Kompetensi 1. Pendidikan: S1 Perikanan / Non Perikanan, D3
Pelaksana Perikanan, SMA
2. Pengetahuan bidang perikanan
3. Komunikasi baik
4. Mampu mengoperasikan komputer
4 Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
) Jumlah 11 Orang Petugas Penyuluh KKP, 1 Orang Petugas Dinas
Pelaksana
6 Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
7 Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai
8 Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
Pelaksana berkala ( setiap 6 bulan )
2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




11. Pelayanan Pendaftaran Kelompok Pendukung Perikanan Tangkap (KUB,

Pokmaswas, Poklahsar)

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan 1. Berita Acara Pembentukan, di tandatangani oleh
ketua kelompok dan kepala desa. Dilampiri KTP
Anggota
2 Sistem s pT
Mekanisme dan ~ el e I I ) B I
Prosedur
1| Munerima Furmlic Pundd laraa Kelumpoh ‘(j
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Mulehulen Catetan Lasil Verifikasi bermulie BendeCaran
Keelampok dan surve Taoangan
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o | Bulehulian Vert st Dl St Peadaltezan Keloe:pol

St el ke
G| Mulshaen Pgsabn surl Fadalaran Kelonpok e B

Terdatia

v
vy eraliha Soeat Kelorpel, Tendaltar ke elowpul Pewobon C_) St k|
3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
4 Biaya/Tarif Gratis
S Produk Surat Pengukuhan Kelompok
Pelayanan
6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1 Dasar Hukum 1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009)

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah

3. Permen KP No. 57/PERMEN-KP/2014 tentang
Perubahan Kedua atas Permen KP No.
30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap

4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah




5. Kepmen KP No. Kep. 14/MEN/2012 tentang
Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan
Pelaku Utama Perikanan
6. Perdirjen Perikanan Tangkap No. 06/PER-
DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama (KUB)
Sarana dan 1. Surat Pendaftaran Kelompok
Prasarana 2. Surat Keterangan Terdaftar
dan/atau 3. Database Kelompok Pendukung Perikanan
Fasilitas Tancka
gkap
4. ATK
5. Handphone
6. Komputer/Laptop
7. Printer
8. Jaringan Internet
Kompetensi 1. Pendidikan: S1 Perikanan, S1 non-Perikanan, D3
Pelaksana Perikanan, SMA Umum
2. Pengetahuan bidang perikanan tangkap
3. Mampu berkomunikasi dengan baik
4. Mampu mengoperasikan komputer
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 11 Orang Petugas Penyuluh Perikanan KKP, 2 Orang
Pelaksana Petugas Dinas
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memailiki kompetensi yang
Pelayanan memadai
Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
Pelaksana berkala ( setiap 6 bulan )
2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




12. Pelayanan Kesehatan Hewan Aktif

R

an, AT, knmpoter

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN
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3 Jangka Waktu
Pelayanan

3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.

4 Biaya/Tarif

Injeksi Vitamin

35.000 / ekor

Anthelmaltika Hewan Muda 20.000 / ekor
Anthelmaltika Hewan Dewasa 25.000 / ekor
Pemeriksaan Kebuntingan 20.000 / ekor
Penyakit Sistem Integumentum 50.000 / ekor
Penyakit Sistem Pernafasan 50.000 / ekor

Penyakit Sistem Peredaran Darah

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Pencernaan

50.000 / ekor

Penvyakit Sistem reproduksi dan urinaria

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Nervus

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Lokomosi

50.000 / ekor

Penyakit Organ Pengindera

50.000 / ekor

Penyakit Sistem Integumentum 40.000 / ekor
Penyakit Sistem Pernafasan 40.000 / ekor
Penyakit Sistem Peredaran Darah 40.000 / ekor
Penyakit Sistem Pencernaan 40.000 / ekor
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria | 40.000 / ekor
Penyakit Sistem Nervus 40.000 / ekor

Penyakit Sistem Lokomosi

40.000 / ekor

Penyakit Organ Pengindera

40.000 / ekor

Injeksi Vitamin

25.000 / ekor

Anthelmaltika 20.000 / ekor
Pemeriksaan Kebuntingan dengan USG 25.000 / ekor
Penyakit Sistem Integumentum 30.000 / ekor
Penyakit Sistem Pernafasan 30.000 / ekor
Penyakit Sistem Peredaran Darah 30.000 / ekor
Penyakit Sistem Pencernaan 30.000 / ekor
Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria | 30.000 / ekor
Penyakit Sistem Nervus 30.000 / ekor
Penyakit Sistem Lokomosi 30.000 / ekor
Penyakit Organ Pengindera 30.000 / ekor

Penyakit Sistem Integumentum

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Pernafasan

25.000 / ekor




Penyakit Sistem Peredaran Darah

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Pencernaan

25.000 / ekor

Penyakit Sistem reproduksi dan urinaria

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Nervus

25.000 / ekor

Penyakit Sistem Lokomosi

25.000 / ekor

Penyakit Organ Pengindera

25.000 / ekor

Anjing 50.000 / ekor
Kucing 40.000 / ekor
Kelinci 30.000 / ekor
Hamster 25.000 / ekor
Ayam, Burung, dan Unggas 30.000 / ekor

Hewan Eksotik

35.000 / ekor

Vaksinasi 150.000 / ekor
usG 75.000 / ekor

Kateter 150.000 / ekor
Kastrasi 300.000 / ekor
Ovariohisterectomy 400.000 / ekor
Anastesi Lokal < 10 Kg 50.000 / ekor

Anastesi Umum < 10 Kg 150.000 / ekor
Eksisi Tumor Ringan 300.000 / ekor
Eksisi Tumor Berat 500.000 / ekor
Jahit Luka Ringan 100.000 / ekor
Jahit Luka Berat 200.000 / ekor

5 Produk Pelayanan Kesehatan Hewan
Pelayanan

6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah

. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan

. PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan

Penanggulangan Penyakit Hewan

. PP No. 47 Tahun 2014 dan PP No. 3 Tahun 2017

tentang Otoritas Veteriner

. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di

Lingkungan Pemerintah

. Kepmen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik

. Kepmen PAN No. KEP/25/M.PAN/2/2004

tentang Pedoman Indeks Kepuasan Masyarakat

. Permentan No. 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan

Jasa Medik Veteriner

. Permentan No. 64 /Permentan/OT.140/9/2007

tentang Pedoman Pelayanan Puskeswan




10.Kepdirjen Bina Produksi Peternakan No.
17/Kpts/PD.640/F/2004 tentang Pedoman
Pengendalian Avian Influenza

11.Perbup Blitar No. 106 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Perikanan

Sarana dan

1. Buku register/daftar peternak

Prasarana 2. Catatan laporan berisi nama peternak, desa,
dan/atau gejala sakit, anamnesa, jenis & jumlah hewan,
Fasilitas 3. diagnosa, pengobatan
g » peng
4. Rekapitulasi penanganan kasus per bulan
5. ATK
6. Handphone
7. Komputer/Laptop
8. Printer
9. Jaringan Internet
Kompetensi 1. Pendidikan: Profesi Dokter Hewan, S1 Kedokteran
Pelaksana Hewan, D3 Kesehatan Hewan, lulusan sekolah
kejuruan (SNAKMA)
2. Pengetahuan bidang peternakan dan kesehatan
hewan
3. Terampil melakukan pelayanan kesehatan hewan
4. Mampu berkomunikasi dengan baik
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 22 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
berkala ( setiap 6 bulan )

2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja pelayanan




13. Pelayanan Rumah Potong Hewan

NO | KOMPONEN | URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan 1. KTP,
2. Hewan tidak produktif
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3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
4 Biaya/Tarif Sapi/Kerbau (ekor)

Jasa Pemotongan Jantan Rp. 30.000,-

Jasa Pemotongan Betina Rp. 50.000,-

Jasa Blast Freezer (pembekuan cepat) Rp.1.000,-
/kg/12jam

Jasa Cold Storage (Penyimpanan beku) Rp.1.000,-
/kg/hari

Kambing/Domba (ekor)

Jasa Pemotongan Jantan Rp. 22.000,-

Jasa Pemotongan Betina Rp. 45.000,-

Jasa Blast Freezer (pembekuan cepat) Rp.1.000,-
/kg/12jam

Rp.1.000,- /kg/hari

Unggas (ekor)
Jasa Pemotongan Rp. 1.000,
Jasa Blast Freezer (pembekuan cepat) Rp.1.000,-

/kg/12jam
Jasa Cold Storage (Penyimpanan beku) Rp.1.000,-
/kg/hari
S Produk Pelayanan Jasa Pemotongan : Karkas ASUH
Pelayanan Jasa Blast Freezer (Pembekuan Cepat) : Karkas Beku
Jasa Cold Storage (Penyimpanan beku) : Karkas Beku
6 Penanganan 1. Secara langsung

Pengaduan,
Saran dan




Masukan/
Apresiasi

. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (

+62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
@disnakkanblitarkab

PENGELOLAAN PELAYANAN

1

Dasar Hukum

. UU No. 6 Tahun 1952 tentang Pembentukan

Daerah Kabupaten di Jawa Timur

. UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun

2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

. PP No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

. Permentan No. 13/Permentan/0t.140/1/2020

tentang Persyaratan RPH Ruminansia dan Unit
Penanganan Daging

Permentan No. 11 Tahun 2020 tentang
Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Permentan No. 15 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Pertanian

. Perda Provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2012

tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau
Betina Produktif

. Perda Kab. Blitar No. 2 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang
Retribusi Jasa Usaha

10.Perbup Blitar No. 63 Tahun 2016 tentang

11.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan

Keputusan Bupati Blitar No.
188/84/409.1.2/KPTS/2023 tentang
Penetapan Rumah Potong Hewan Kabupaten
Blitar

Sarana dan
Prasarana
dan/atau
Fasilitas

NOo k=

Peraturan perundangan terkait penerbitan SKKPH
Perlengkapan pemeriksaan produk asal hewan
Alat Perlindungan Diri (APD)Handphone

ATK

Komputer/Laptop

Printer

Jaringan Internet

Kompetensi
Pelaksana

W=

Memahami peraturan perundangan terkait
Memahami sasaran dan capaian program

. Pendidikan pemeriksa kesehatan hewan: Dokter

Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma
Kesehatan Hewan, atau SNAKMA

Pendidikan Juru Sembelih Halal: laki-laki
beragama Islam, minimal SLTA, memiliki sertifikat
pelatihan Juleha

Mampu berkomunikasi dengan baik

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami SOP Pelayanan RPH




Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 9 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
berkala ( setiap 6 bulan )

2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja pelayanan




14. Pelayanan Penyediaan Benih Ikan

NO | KOMPONEN URAIAN
PENYAMPAIAN
1 Persyaratan 1. Pembudidaya ikan yang membutuhkan benih ikan
2 Sistem N o
Mekal’lisme dan B | Pemohon Nz:;zfﬂ“;k“lt_m Bendshara Dinas | Kelengkapan Wakty Output i
Prosedur PP q D
N
3 Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
4 Biaya/Tarif Benih nila :
- ukur 2-3 cm Rp. 40/ekor
- ukur 3-5 cm Rp. 50/ekor
Berdasarkan penjualan (ukuran mayoritas) januari - juni
2026
5 Produk Benih Ikan
Pelayanan
6 Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi
PENGELOLAAN PELAYANAN
1 Dasar Hukum 1. Perda Kab. Blitar No. 8 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Perbup Blitar No. 26 Tahun 2023 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Tata Kerja UPT Pembenihan Ikan
2 Sarana dan 1. Pencatatan data produksi benih dan penjualan
Prasarana secara manual
dan/atau 2. SKRD (Surat Ketetapan retribusi Daerah) setiap
Fasilitas o
pengiriman sampel
3. ATK
4. Handphone
5. Komputer/Laptop
6. Printer
7. Jaringan Internet
3 Kompetensi 1. Memahami peraturan dan perundangan terkait
Pelaksana 2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat




3. Memahami cara pemungutan retribusi di Unit
Pembenihan Ikan
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawas Fungsional oleh
Inspektorat
3. Dilakukan secara berkelanjutan
Jumlah 9 Orang Petugas
Pelaksana
Jaminan Pelayanan diberikan secara profesional dan
Pelayanan bertanggungjawab
Jaminan 1. Data usaha dan pelaku usaha dijamin keamanan
Keamanan dan dan kerahasiaannya
Keselamatan 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang
Pelayanan memadai
Evaluasi Kinerja 1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dilakukan secara
Pelaksana berkala ( setiap 6 bulan )
2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan




15. Pelayanan Pembinaan Pembenihan Rakyat (UPR)

NO | KOMPONEN | URAIAN

PENYAMPAIAN
Persyaratan 1. pembenih ikan di wilayah Kabupaten Blitar
Sistem o
Mekanisme dan wepaliinn e S I IR e
Prosedur

5 Mesealan, melaposkan, don me1geeamasi 4 jj ok Kumputs 1 1w Tapouan Kegiaan |-

Jangka Waktu 3 - 5 hari kerja pada hari Senin — Jumat, jam 08.00 -
Pelayanan 15.00 WIB, tergantung jumlah antrian sampel.
Biaya/Tarif Gratis
Produk Rekomendasi Hasil
Pelayanan
Penanganan 1. Secara langsung
Pengaduan, 2. Secara Online melalui Whatsapp Kawan Kece (
Saran dan +62 852-5720-0900 ) atau DM Instagram
Masukan/ @disnakkanblitarkab
Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYANAN

Dasar Hukum

1. Perda Kab. Blitar No. 8 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Perbup Blitar No. 26 Tahun 2023 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Tata Kerja UPT Pembenihan Ikan

Sarana dan

8. Buku register

Prasarana 9. Buku agenda
dan/atau 10.Form hasil pengujian
Fasilitas 11.ATK
12.Handphone
13.Komputer/Laptop
14.Printer
15.Jaringan Internet
Kompetensi 1. Memahami peraturan dan perundangan terkait
Pelaksana 2. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat
3. Memahami cara pemungutan retribusi di Unit
Pembenihan Ikan
Pengawasan 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat
Internal

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama







